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BAB III PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan melalui pelaksanaan perizinan oleh PT. 

Bharito Ekatama dan PT.Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat sudah 

dilaksanakan oleh  pemerintah, dalam implementasi kebijakan izin usaha 

pertambangan secara atministrasi sudah dilakukan, namun pada teknis lapangannya 

belum terlalu terlaksana. Pelaksanaan persyaratan administrative yang meliputi: 

surat permohonan, profil badan usaha, akte pendirian badan usaha yang bergerak 

dibidang usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, nomor pokok 

wajib pajak, susunan direksi dan daftar pemegang saham,surat keterangan domisili, 

dan persyaratan finansial yang meliputi: laporan keuangan tahun akhir yang telah 

diaudit oleh akuntan public, bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir; namun 

Namun Teknis IUP Operasi Produksi seperti Rencana reklamasi pascatambang, 

tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling 

sedikit 3 (tiga) tahun belum dilaksanakan. 

2. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan upaya pengendalian 

kerusakan lingkungan akibat tambang batubara di kutai barat yakni jumlah SDM 

yang khusus bertugas melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan tambang, 

seperti pengecekanpersyaratan atministratif, teknis, persyaratan finansial yang 

sangat berdampak penting sebagai upayah pencegahan kerusakan lingkungan. 
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B. Saran 

Dalam menghadapi permasalahan ini tentu pemerintah daerah Kabupaten Kutai 

Barat harus melakukan kebijakan dengan meminta penambahan dana dari 

pusat/mengalihkan beberapa dana daerah untuk menambah tenaga honorer yang 

khusus bertugas dalam mengawasi tambang dan membuat untuk pengecekan 

kegiatan tambag batubara di kabupaten Kutai Barat. 
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